ARTI, TUJUAN, FUNGMI
HUKUM DALAM MASYARAKAT




Permasalahan dan Pendekatan

Manusia hidup selalu dengan keinginan-keinginan untuk
mencapai tujuan yang dikehendakinya. Ada kalanya cara
memperoleh keinginan-keinginan tersebut tidak sesuai atau
bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada, dimana
seringkali kita dengar bahwa manusia dalam memperoleh sesuatu
yang dikehendaki atau diinginkannya mengunakan segala cara.

Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pelanggaran-
pelanggaran hukum. Agar tidak terjadi pelanggaran-pelangaran
hukum tersebut maka kita memerlukan suatu sistem hukum yang
berlaku pada suatu Negara, sehingga dapat sebagai pedoman aturan
sekaligus memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Sehingga "Sistem Hukum" disini dapat didefinisikan pula
sebagai suatu susunan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum
yang tersusun sedemikian pula sehingga orang dapat
menemukannya bila ia membutuhkannya untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang ada atau dihadapi dalam masyarakat kita.

Sistem hukum berlaku dalam masyarakat karena disahkan
oleh pemerintahan masyarakat itu. Sistem hukum yang sah dan
berlaku di suatu waktu tertentu dan di Negara tertentu dinamakan
hukum positif "Lius Costitunum®”. Sistem hukum dapat berkembang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang.

Dalam mempelajari hukum atau sistem hukum maka di suatu
Negara kita perlu melakukan beberapa cara atau metode pendekatan
agar terdapat kesamaan persepsi dalam menjalankan atau dalam
memahami sistem hukum tersebut.




Arti dan Tujuan Hukum

Hukum mempunyai pengertian yang beraneka ragam, dari
segi macam, aspek dan ruang lingkup yang luas sekali cakupannya,
kebanyakan para ahli hukum mengatakan tidak mungkin membuat
suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Pendapat ini
sejalan apa yang dikemukakan oleh Van Apel Doorn yang
mengatakan bahwa hukum itu banyak seginya dan sedemikian
luashya sehingga tidak mungkin menyatkannya dalam satu rumusan
yang memuaskan. (Apeldoorn, 982: 13) oleh sebab itu menurut
Purnadi Purbacaraka, pengertian hukum atara lain dapat dilihat dari
cara-cara merealisasikan hukum tersebut dan bagaimana pengertian
masyarakat terhadap hukum, yang antara lain adalah:

Hukum sebagai ilmu pengetahuan;

Hukum sebagai disiplin;

Hukum sebagai kaidah;

Hukum sebagai tata hukum;

Hukum sebagai petugas (hukum);

Hukum sebagai keputusan penguasa,

Hukum sebagai proses pemerintahan;

Hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap yang teratur;
Hukum sebagai jalinan nilai-nilai. (Purbacaraka, 1982:12)

Dikemukakannya pengertian dari hukum sangat penting agar
tidak terjadi kesimpangsiuran atau kesalahpahaman dalam
melakukan telaah terhadap hukum tersebut.

Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli hukum mengenai
pengertian hukum:




e Utrecht : Himpunan peraturan-peraturan (perintah+larangan)
yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu
harus ditaati oleh masyarakat.

e S. M Amin: Kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan
sanksi-sanksi yang disebut hukum. Tujuan hukum adalah
mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga
keamanan dan ketertiban terpelihara.

e JCT Simorangkir: Hukum adalah peraturan-peraturan yang
bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia
dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan
resmi yang berwajib, pelanggaran mana berakibat diambil
tindakan hukum tertentu.

e M. H. Tirtaamidjaja: Hukum adalah semua aturan atau norma
yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam
pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian,
jilka melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri
sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan
kemerdekaan, didenda, dsb.

e Lutrecht, Kansil (hal 1-49, hal 29-40) : Sebagai gejala sosial,
hukum berusaha untuk terdapatnya keseimbangan antara
kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat, sehingga
dapat di hindarkan timbulnya kekacauan di dalam masyarakat,

Tujuan mempelajari Hukum

1) Tujuan kita mempelajari hukum adalah ingin mengetahui
seluruh tata hidup bernegara dan bermasyarakat di Indonesia.

2) Tujuan lain adalah ingin mengetahui kerangka hukum positif
di Indonesia, terkait tentang perbuatan-perbuatan mana yang
melanggar hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak
dan kewajiban hukum dalam masyarakat.




Politik Hukum

Dolitik hukum adalah pernyataaan kehendak pemerintah
negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan bagaimana
arah hukum tersebut akan dikembangkan. Dengan demikian berarti
dalam hukum Indonesia adalah pernyataan kehendak dari
pemerintah Indonesia tentang hukum yang berlaku di Indonesia dan
kearah mana hukum itu akan dikembangkan. Arah hukum di
Indonesia di kembangkan menurut GBHN (Garis-Garis Besar Haluan
Negara)dengan mengadakan :

= Kodifikasi Hukum
= Unifikasi Hukum

Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem
kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk
menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.

Secara garis besar hukum berfungsi melakukan social control,
dispute settlement dan social engeneering atau inovation. sedangkan
fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi (socialization
dan recruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule
adjudication, interestarticulation dan aggregation) dan fungsi
kapabilitas (regulatif extractif, distributif dan responsif).

Virgina Held (Etika Moral, 1989 106-123) secara panjang
lebar membicarakan sistem hukum dan sistem politik dilihat dari
sudut pandang etika dan moral. la melihat perbedaan diantara
keduanya dari dasar pembenarannya. "Dasar pembenaran
deontologis pada khususnya merupakan ciri dan layak bagi sistem
hukum, sedangkan dasar pembenaran teleogis pada khususnya ciri
dan layak bagi sistem politik.




Argumentasi deontologis menilai suatu tindakan atas sifat
hakekat dari tindakan yang bersangkutan, sedangkan argumentasi
teleogis menilai suatu tindakan atas dasar konsekuensi tindakan
tersebut. Apakah mendatangkan kebahagiaan atau menimbulkan
penderitaan. Benar salahnya tindakan ditentukan oleh konsekuensi
yang ditimbulkannya, tanpa memandang sifat hakekat yang
semestinya ada pada tindakan itu.

Sistem hukum, kata Held lebih lanjut memikul tanggung jawab
utama untuk menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban
yang timbul karena hak yang bersangkutan. Dan sasaran utama
sistem politik ialah memuaskan kepentingan kolektif dan perorangan.
Meskipun sistem hukum dan sistem politik dapat dibedakan, namun
dalan bebagai hal sering bertumpang tindih.

Dalam proses pembentukan undang-undang oleh badan
pembentuk undang-undang misalnya. Proses tersebut dapat
dimasukkan ke dalam sistem hukum dan juga ke dalam sistem politik,
karena undang-undang sebagai output merupakan formulasi yuridis
dari kebijaksanaan politik dan proses pembentukannya sendiri
digerakkan oleh proses politik.

Hukum dan politik sebagai subsistem kemasyarakatan adalah
bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem
kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik
mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun
keduanya tidak saling bertentangan. Tetapi saling melengkapi.
Masing-masing memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya
untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan.
Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan
politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem-sitem
lainnya yang ada dalam suatu masyarakat.

Hukum memberikan kompetensi untuk para pemegang
kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang sah untuk
melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan
menggunakan sarana pemaksa. Hukum merupakan pedoman yang
mapan bagi kekuasan politik untuk mengambil keputusan dan
tindakan-tindakan sebagai kerangka untuk rekayasa sosial secar
tertib. Prof. Max Radin menyatakan bahwa hukum adalah teknik
untuk mengemudikan suatu mekanisme sosial yang ruwet.
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Di lain pihak hukum tidak efektif kecuali bila mendapatkan
pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik. Karena itu
Maurice Duverger (Sosiologi Politik 1981:358) menyatakan: "Hukum
didefinisikan oleh kekuasaan, dia terdiri dari tubuh undang-undang
dan prosedur yang dibuat atau diakui oleh kekuasaan politik.

Hukum memberikan dasar legalitas bagi kekuasaan politik
dan kekuasaan politik membuat hukum menjadi efektif. Atau dengan
kata lain dapat dikemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan yang
diam dan politik adalah hukum yang in action dan kehadirannya
dirasakan lebih nyata serta berpengaruh dalam kehidupan
kemasyarakatan.

Hukum dan polittk mempunyai kedudukan yang sejajar.
Hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik.
Demikian juga sebaliknya realitas hubungan hukum dan politik tidak
sepenuhnya ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam suatu
sistem konstitusi, tetapi lebih dtentukan oleh komitmen rakyat dan elit
politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut
sesuai dengan semangat dan jiwanya. Sebab suatu sistem konstitusi
hanya mengasumsikan ditegakkannya prinsi-prinsip tertentu, tetapi
tidak bisa secara otomatis mewujudkan prinsi-prinsip tersebut.

Prinsip-prinsip obyektif dari sistem hukum (konstitusi) sering
dicemari oleh kepentingan-kepentingan subyektif penguasa politik
untuk memperkokoh posisi politiknya, sehingga prinsip-prinsip
konstitusi jarang terwujud menjadi apa yang seharusnya, bahkan
sering dimanipulasi atau diselewengkan.

Penyelewengan prinsi-prinsip hukum terjadi karena politik
cenderung mengkonsentrasikan kekuasaan ditangannya dengan
memonopoli alat-alat kekuasaan demi tercapainya kepentingan-
kepentingan politik tertentu. Di samping itu seperti dicatat oleh
Virginia Held (Etika Moral 1989; 144) keputusan keputusan politik
dapat bersifat sepenuhnya ekstra legal, selama orang-orang yang
dipengaruhinya menerima sebagai berwenang. Jika keputusan
seorang pemimpin, betapapun sewenang wenang ataupun tidak
berhubungan dengan peraturan-peraturan tertentu, diterima oleh para
pengikutnya, maka keputusan itu mempunyai kekuatan politik yang
sah. Dengan memonopoli penggunaan alat-alat kekuasaan dan
mengkondisikan penerimaan oleh masyarakat, maka politik mampu
menciptakan kekuasaan efektif tanpa memerlukan legalitas hukum.




Hukum tidak ditempatkan pada posisi sentral protes input
output sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam
perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, kita mengalami hubungan
hukum dengan politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang
diamanatkan dalam UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas
mengamanatkan susunan negara Rl yang berkedaulatan rakyat . Dan
penjelasan umum UUD 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara
dengan gamblang menentukan antara lain bahwa Negara Indonesia
berdasar atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan
belaka (machtsstaat) serta pemerintahan berdasar atas sistem
konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang
tidak terbatas).

Di masa Orde Lama prinsip-prinsip tersebut diselewengkan.
Kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, tetapi berpindah ke tangan
"Pemimpin Besar Revolusi". Hukum disubordinasikan pada politik
Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi dalam praktek menjadi
pemerintahan berdasar Penetapan Presiden (Penpres) dan
Peraturan Presiden (perpres).

Hubungan hukum dan politik pada Orde Lama berjalan tidak
seimbang. Hukum kehilangan wibawanya dan melorot peranannya
menjadi pelayan kepentingan politik, karena waktu itu politik
dinobatkan menjadi panglima. Orde Baru yang bangkit pada awal
tahun 1966 melakukan koreksi terhadap berbagai penyelewengan
yang terjadi pada masa Orde Lama dan bertekad mengembalikan
tatanan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan pada kemurnian
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Hasil-hasil selama ini tampak nyata khususnya dalam
penataan kembali kehidupan hukum dan politik sebagai pelaksanaan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun perlu
dicatat pula bahwa dalam perjalanan waktu tampaknya godaan
pragmatisme pembangunan sulit dikendalikan, di mana pencapaian
sasaran-sasaran kuantitatif yang terukur dengan angka-angka
statistik menjadi ukuran keberhasilan. Artinya dasar pembenaran
teleogis dari politik yang mengedepan, tidak diimbangi oleh
pembenaran deontologis dari sistem hukum yang menekankan pada
prinsip-prinsip yang seharusnya ditegakkan berdasarkan konstitusi
dan hukum.
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Di samping itu kekuasaan tak jarang menampakkan wajahnya
yang arogan dan tak terjangkau oleh kontrol hukum maupun rakyat
melalui lembaga perwakilan. Padahal salah satu esensi dari negara
yang berdasar atas hukum adalah bahwa kekuasaanpun mesti
tunduk dan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum. Kekuasaan
politik yang dijalankan dengan menghormati hukum, merupakan yang
dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang berdaulat. Carol C
Gould (Demokrasi ditinjau Kembali 1993: 244) menyatakan:
"Mematuhi hukum sebagai bagian dari kewajiban politik". Aturan
hukum dan juga kehidupan sosial yang berperaturan berfungsi
sebagai salah satu kondisi bagi kepelakuan. Hukum mencegah
gangguan dan sekaligus menjaga stabilitas dan koordinasi kegiatan
masyarakat. Dengan demikian memungkinkan tindakan orang lain
dan membuat rencana masa depan.

Gejala mengutamakan pencapaian target dengan kurang
mengindahkan prinsip-prinsip yang mesti ditegakkan dan arogansi
kekuasaan apabila tidak segera diatasi merupakan kendala dalam
merealisasikan komitmen Orde Baru untuk menegakkan konstitusi,
demokrasi dan hukum. Untuk menegakkan konstitusi, demokrasi dan
hukum tak cukup hanya dengan kemauan politik yang selalu
dijadikan retorika, yang lebih penting adalah melakukan upaya nyata
melaksanakan  konstitusi, mengembangkan demokrasi dan
membangun  wibawa  hukum  dalam  praktek  kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal itu akan menjadi realitas apabila sistem hukum dan politik
berfungsi dengan baik menurut kewenangan-kewenangan sah yang
diatur dalam konstitusi. Sistem check and balance akan terlaksana
bila kekuasaan politik menghormati hukum dan dikontrol oleh rakyat
secara efektif melalui lembaga perwakilan rakyat. Untuk mewujudkan
lembaga hukum dan politik yang saling melengkapi memang
diperlukan komitmen yang kuat dan kesungguhan melaksanakan
demokratisasi dan penegakkan wibawa hukum. Semua itu
bergantung kepada pemahaman dan tanggung jawab kita yang lebih
dalam untuk memfungsikan lembaga hukum dan politik sesuai
dengan jiwa dan semangat konstitusi, maupun dalam membangun
budaya masyarakat yang kondusif untuk menegakkan prinsip-prinsip
tersebut.




Pembagian Hukhum

Hukum menurut bentuknya dibedakan antara Hukum

Tertulis dan Hukum Tak Tertulis. Hukum Tertulis, yaitu Hukum yang
dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Sedangkan
Hukum Tak Tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan
dalam masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan).

Apabila dilihat menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam
Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu
Hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan
orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan
perseorangan, misalnya Hukum Perdata.

Adapun Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu Hukum yang
mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan
atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warga negara).

Hukum Publik terdiri dari :

1) Hukum Tata Negara, yaitu Hukum yang mengatur bentuk dan
susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan
antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan
antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara
(daerah-daerah swantantra).

2) Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Usaha Negara atau
Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-
cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan
alatalat perlengkapan negara.

3) Hukum Pidana ( Pidana = hukuman), yaitu Hukum yang mengatur
perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana
kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana
cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

I

14 |

| —




4) Hukum Internasional, yang terdiri dari Hukum Perdata

Internasional dan Hukum Publik Internasional. Hukum Perdata
Internasional, yaitu Hukum yang mengatur hubungan hukum
antara warga negara sesuatu bangsa dengan warga negara dari
negara lain dalam hubungan internasional. Hukum Publik
Internasional (Hukum Antara Negara), yaitu hukum yang
mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-
negara yang lain dalam hubungan internasional.




Kedudukan Hukum

Hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki peranan yang
sangat strategis meliputi pergaulan hidup antar warga masyarakat,
hubungan antara negara dengan warganya, hubungan antara negara
dengan negara dan warga dunia. Keberadaan hukum sebagai social
control, a tool of social engineering, alat politik, sarana integrasi
social.

Hukum sebagai social control berarti bahwa keberadaan
hukum di tengah kehidupan masyarakat memiliki peran membatasi
tingkah laku manusia beserta akibat yang akan diterima jika terjadi
perbuatan yang tidak sesuai dengan pembatasan tersebut. Hukum
sebagai a tool of social engineering, berarti hukum memiliki peranan
yang lebih luas, yaitu menciptakan perubahan masyarakat menuju
kehidupan yang terencana dan mengantarkannya pada kehidupan
yang lebih baik.

Hukum sebagai alat politik, dimana hukum memiliki fungsi
untuk memperkokoh kekuasaan politik dan mengefektifkan
pelaksanaan kekuasaan Negara. Hukum semata-mata sebagai alat
politik untuk mencapai kekuasaan (dogmatik). Hukum sebagai alat
politik, namun setelah berbentuk produk harus terpisah dari
kepentingan politik penguasa (sosiologis). Hukum sebagai sarana
integrasi  social, dimana hukum adalah untuk menciptakan
harmonisasi kepentingan masyarakat sehingga pergaulan hidup
berlangsung tertib berdasarkan pada tata aturan yang ada.

Setiap orang selalu dapat melakukan kesalahan, maka
diperlukan suatu pengawasan baik internal maupun eksternal. Salah
satu instrumen pengawasan itu adalah melalui dan oleh hukum, dan
karena secara konstitusional pemerintah adalah pemegang otoritas
membentuk dan melaksanakan hukum, maka patut diwaspadai
segala sesuatu yang berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hukum
oleh pemerintah. Secara umum kelaziman pelanggaran hukum oleh
pemerintah itu menurut Felix A. Nigro dapat dikategorikan dalam 9
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bentuk pelanggaran vyaitu: (a) Ketidakjujuran (dishonesty); (b)
Berperilaku tidak etis (unetical behavior); (c) Mengesampingkan
hukum (overidding the law); (d) Memperlakukan pegawai secara tidak
patut (unfair treatment of employees); (e) Melanggar prosedur hukum
(violations of procedural due process); (f) Tidak menjalin kerjasama
yang baik dengan pihak legislatif (failure to respect legislative intent);
(g) Pemborosan dalam penggunaan sumber daya (gress inefficency);
(h) Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur (covering
up mistakes); (i) Kegagalan untuk melakukan inisiatif dan terobosan
yang positif (failure to show inisiative).

Pengedepanan aturan hukum adalah pilihan yang paling
rasional guna mencegah terjadinya berbagai penyimpangan tersebut.
Secara singkat dapat dikatakan bahwa segala aktivitas peemrintah
harus tetap dalam kendali pengawasan yang memadai (adeguate).
Keberadaan pemerintah yang selalu dalam pengawasan
mengandung makna bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum.

Upaya vyang dapat dilakukan untuk meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan adalah antara lain dengan
mengefektifkan pengawasan baik melalui pengawasan lembaga
peradilan maupun masyarakat serta berdasarkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pemerintahan yang baik pada
gilirannya juga akan membuat masyarakat memperoleh dan
merasakan ketentraman lahir batin, berupa:

1) Kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak tidak tergantung pada
kekuatan fisik dan non fisik

2) Sepanjang tidak melanggar hak dan merugikan orang lain maka
masyarakat dapat secara bebas menjalankan apa yang
diyakininya sebagai kebenaran, serta dapat secara bebas pula
mengembangkan bakat dan kesenangannya

3) Merasakan diperlakukan secara wajar, berperikemanusiaan, adil
dan beradab sekalipun melakukan kesalahan.

Demi menjamin dan memberikan landasan hukum bahwa
perbuatan pemerintahan (bestuurhendeling) yang dilakukan oleh
pemerintah sebagai suatu perbuatan yang sah (legitimate dan
justified), dapat dipertanggung jawabkan (accountable and
responsible) dan bertanggung jawab (liable), maka setiap perbuatan
pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum yang adil,
bermartabat dan demokratis.




Sumber-Sumber Hukum

Yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa

saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan
yang bersifat memaksa dan kalau dilanggar mengakibatkan
timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum di Indonesia
meliputi:

Undang-Undang

Undang-undang ialah suatu peraturan negara Yyang
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dibuat
serta dipelihara oleh Penguasa Negara.

Menurut Buys, Undang-undang itu mempunyai dua pengertian yakni:

e Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan
yang dibuat oleh pengundang-undangan dan isinya mengikat
umum.

e Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan
yang dibuat bukan oleh badan pengundang-undangan tapi
isinya mengikat umum.

Syarat-syarat berlakunya suatu Undang-undang yang telah
diundangkan ialah diundangkan dalam lembaran negara oleh Menteri
sekretaris Negara. Bagi setiap Undang-Undang yang telah
diundangkan dalam lembaran negara, berlaku azas "Fictie Hukum"
yang artinya setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu
Undang-undang yang telah diundangkan. Mulai berlakunya suatu
Undang-undang yang telah diundangkan adalah menurut tanggal
yang ditentukan dalam Undang-undang itu sendiri, biasanya
disebutkan dalam salah pasalnya bahwa Undang-undang ini mulai
berlaku saat diundangkan.
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Namun apabila tidak disebutkan dalam undang-undang, maka
mulai berlakunya adalah 30 hari sesudah diundangkan dalam
lembaran negara. (Untuk daerah Jawa dan Madura). dan 100 hari
setelah diundangkan untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Yurisprudensi

Yurisprudensi berarti keputusan hakim yang terdahulu yang
diikuti oleh hakim dan dijadikan dasar keputusan hakim lain
mengenai kasus yang sama.

Pekerjaan hakim pada hakekatnya sama dengna pekerjaan
pembuat undang-undang. Keduanya memberikan peraturan yang
harus diikuti. Perbedaannya bahwa pembuat undang-undang
memberikan suatu peraturan yang disusun dalam kata-kata umum
dan ditunjukan kepada siapa saja yang berada dalam keadaan yang
diuraikan dalam undang-undang itu, sedangkan hakim memberikan
suatu peraturan yang berlaku terhadap para pihak yang berperkara.

Ada tiga alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim
lain, yaitu:

¢ Keputusan hakim yang mempunyai kekuasaan terutama bila
keputusan itu dibuat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan
Tinggi yang secara psikologis maka seorang hakim akan
mengikuti hakim lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

e Karena alasan praktis.

e Karena sependapat dengan keputusan hakim lain dalam
kasus yang sama.

Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan antara dua negara
atau lebih, bila traktat diadakan hanya oleh dua negara maka
perjanjian itu disebut Bilateral, sedang kalau diadakan oleh banyak
negara maka perjanjian itu disebut Multilateral.

Apabila ada traktat multirateal memberikan penempatan
kepada negara-negara yang pada mulanya tidak turut mengadakan
kemudian menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan traktat
terbuka atau kolektif misalnya Piagam PBB.




Suatu traktat berlaku dan mengikat pihak-pihak yang
mengadakan perjanjian berdasarkan pada suatu azas PACTA SUNT
SERVANDA. artinya traktat itu mengikat dan berlaku sebagai
peraturan hukum terhadap warga negara masing-masing negara
yang mengadakannya. Oleh karena itu traktat dapat dikatakan
merupakan sumber hukum.

Kebiasaan

Menurut JHP. Bellepoid dalam bukunya "Inleiding Tot Derecht
Sweten Schap in Nederland" dikatakan bahwa "Hukum kebiasaan ini
juga dinamakan kebiasaan saja, meliputi semua peraturan-peraturan
yang walaupun tidak ditetapkan Oleh Pemerintah, tetapi ditaati oleh
seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku
sebagai hukum".

Sehingga dengan demikian jelas bahwa kebiasaan (hukum
kebiasaan). merupakan sumber hukum. Untuk timbulnya hukum
kebiasaan itu diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu:

e Harus ada perbuatan atau tindakan yan semacam dalam
keadaan yang sama dan harus selalu diketahui bahwa tidak usah
seluruh rakyat ikut menimbulkan kebiasaan itu hanyalah golongan
orang-orang yang berkepentingan saja, bahkan yang berada
dalam keadaan yang tertentu dan yang mengikuti suatu
hubungan yang tertentu kebiasaan-kebiasaan setempat dibentuk
oleh pendudukan dari tempat itu.

e Harus ada keyakinan hukum daripada golongan orang-orang
yang berkepentingan. Keyakinan hukum ini dalam bahasa latin. "
Jumo juris Seu Necessitatis". dan keyakinan hukum ini
mempunyai dua arti;

- Keyakinan hukum dalam arti materiil, artinya suatu keyakinan
bahwa hukum, atau keyakinan bahwa suatu aturan itu
memuata hukum yang baik. Jadi yang dilihat isinya, apakah isi
suatu aturan itu baik atau tidak.

- Keyakinan hukum dalam arti formil, artinya orang yakin bahwa
aturan itu harus diikuti dengan taat dan dengan tidak
mengingat akan nilai dari isi aturan tersebut.

Jadi dapat dikatakan: Hukum kebiasaan adalah kaidah kebiasaan
yang diberikan sanksi hukum.
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Pendapat Ahli Hukum/Doktrin

Pendapat para ahli hukum/tujuan hukum yang terkenal juga
mempunyai kekeuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan
keputusan oleh Hakim.

Di dalam Yurisprudensi kita lihat bahwa hakim sering
berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang sarjan
hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Hakim sering
menyebut pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang
harus diselesaikannya. Sehingga pendapat itu menjadi dasar
keputusan hakim tersebut.

Jadi pendapat sarjana hukum tersebut menjadi sumber
hukum melalui Yurisprudensi. Dalam hubungan internasional
terutama pendapat ahli/sarjana hukum mempunyai pengaruh yang
sangat besar. Bagi Hukum internasional pendapat para sarjana
hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.




Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

I:ungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam,
bergantung dari berbagai faktor dan keadaan masyarakat. Disamping
itu fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju juga akan
berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju. Dalam
setiap masyarakat, hukum lebih berfungsi untuk menjamin keamanan
dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial yang
diharapkan oleh masyarakat. Namun dalam masyarakat yang sudah
maju, hukum menjadi lebih umum, abstrak dan lebih berjarak dengan
konteksnya.

Hukum sebagai sarana perubahan sosial yang dalam
hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu kajian
penting dari disiplin sosiologi hukum. Hubungan antara perubahan
sosial dan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi,
dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap sektor
hukum sementara dipihak lain perubahan hukum juga berpengaruh
terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan kekuasaan yang dapat
mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salahsatu fungsi
hukum, yakni hukum sebagai sarana perubahan sosial atau sarana
rekayasa masyarakat ( social engineering ).

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat beraneka ragam,
bergantung pada berbagai faktor dan keadaan masyarakat.
Disamping itu, fungsi hukum dalam masyarakat yang belum maju
juga akan berbeda dengan yang terdapat dalam masyarakat maju.
Dalam setiap masyarakat hukum lebih berfungsi untuk menjamin
keamanan dalam masyarakat dan jaminan pencapaian struktur sosial
yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, dalam masyarakat yang
sudah maju hukum, hukum menjadi lebih umum, abstrak, dan lebih
berjarak dengan konteksnya.

22

| —

—_—




Secara umum dapat dikatakan bahwa ada beberapa fungsi

hukum dalam masyarakat. Yaitu ;

Fungsi Menfasilitasi

Dalam hal ini termasuk menfasilitasi antara pihak-pihak
tertentu sehingga tercapai suatu ketertiban.

Fungsi Represif

Dalam hal ini termasuk penggunaan hukum sebagai alat bagi
elite penguasa untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Fungsi Ideologis

Fungsi ini termasuk menjamin pencapaian legitimasi,
hegemoni, dominasi, kebebasan, kemerdekaan, keadilan dan
lain-lain.

Fungsi Reflektif

Dalam hal ini hukum merefleksi keinginan bersama dalam
masyarakat sehingga mestinya hukum bersifat netral.

Selanjutnya Aubert mengklasifikasi fungsi hukum dalam masyarakat,

antara lain :
» Fungsi mengatur (Govermence)
= Fungsi Distribusi Sumber Daya
» Fungsi safeguart terhadap ekspektasi masyarakat

Fungsi penyelesaian konflik
Fungsi ekpresi dari nilai dan cita-cita dalam masyarakat.

Menurut Podgorecki, bahwa fungsi hukum dalam masyarakat adalah
sebagai berikut :

1. Fungsi Integrasi

Yakni bagaimana hukum terealisasi saling berharap ( mutual
expectation ) dari masyarakat.

2. Fungsi Petrifikasi

Yakni bagaimana hukum melakukan seleksi dari pola-pola perilaku
manusia agar dapat mencapai tujuan-tujuan sosial.




. Fungsi Reduksi

Yakni bagaimana hukum menyeleksi sikap manusia yang
berbeda-beda dalam masyarakat yang kompleks sehingga sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi
untuk mereduksi kompleksitas ke pembuatan putusan-putusan
tertentu.

. Fungsi Memotivasi

Yakni hukum mengatur agar manusia dapat memilih perilaku yang
sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

. Fungsi Edukasi

Yakni hukum bukan saja menghukum dan memotivasi
masyarakat, melainkan juga melakukan edukasi dan sosialisasi.

Selanjutnya, menurut Podgorecki, fungsi hukum yang aktual

harus dianalisis melalui berbagai hipotesis sebagai berikut :

1.

Hukum tertulis dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, sesuai
dengan sistem sosial dan ekonomi masyarakat.

. Hukum tertulis ditafsirkan secara berbeda-beda oleh berbagai sub

kultur dalam masyarakat. Misalnya, hukum akan ditafsirkan secara
berbeda-beda oleh mahasiswa, Dosen, advokat, polisi, hakim,
artis, tentara, orang bisnis, birokrat dan sebagainya.

. Hukum tertulis dapat ditafsrkan secara berbeda-beda oleh

berbagai personalitas dalam masayarakat yang diakibatkan oleh
berbedanya kekuatan/kepentingan ekonomi, politik, dan
psikososial. Misalnya golongan tua lebih menghormati hukum
daripada golongan muda. Masyarakat tahun 1960-an akan lebih
sensitif terhadap hak dan kebebasan dari pekerja.

. Faktor prosedur formal dan framework yang bersifat semantik

lebih menentukan terhadap suatu putusan hukum dibandingkan
faktor hukum substantif.

. Bahkan jika sistem-sistem sosial bergerak secara seimbang dan

harmonis, tidak berarti bahwa hukum hanya sekedar membagi-
bagikan hadiah atau hukuman.
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Dalam suatu sistem bahwa antara hukum, kekuasaan dan
politik sangat erat kaitannya serta studi tentang hubungan antara
komponen hukum, kekuasaan dan politik juga merupakan bidang
yang mendapat bagian dari sosiaologi hukum.

Fungsi hukum menurut masyarakat yaitu, hukum merupakan
sarana perubahan sosial. Dalam hal ini, hukum hanyalah berfungsi
sebagai ratifikasi dan legitimasi saja sehingga dalam kasus seperti ini
bukan hukum yang mengubah  masyarakat, melainkan
perkembangan masyarakat yang mengubah hukum. Sikap dan
kehidupan suatu masyarakat berasal dari berbagai stimulus sebagai
berikut :

1. Berbagai perubahan secara evolutif terhadap norma-norma
dalam masyarakat.

2. Kebutuhan dadakan dari masyarakat karena adanya keadaan
khusus atau keadaan darurat khususnya dalam hubungan
distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar
baru tentang keadilan.

3. Atas inisiatif dari kelompok kecil masyarakat yang dapat melihat
jauh ke depan yang kemudian sedikit demi sedikit mempengaruhi
pemandangan dan cara hidup masyarakat.

4. Ada ketidakadilan secara teknikal hukum yang meminta
diubahnya hukum tersebut.

5. Ada ketidak konsistenan dalam tubuh hukum yang juga meminta
perubahan terhadap hukum tersebut.

6. Ada perkembangan pengetahuan dan teknologi yang
memunculkan bentukan baru untuk membuktikan suatu fakta.

Kemudian dalam suatu masyarakat terdapat aspek positif dan
negatif dari suatu gaya pemerintahan yang superaktif.

Negatifnya adalah kecenderungan menjadi pemerintahan
tirani dan totaliter. Sedangkan positifnya adalah bahwa gaya
pemerintahan yang superaktif tersebut biasanya menyebabkan
banyak dilakukannya perubahan hukum dan perundang-undangan
yang dapat mempercepat terjadinya perubahan dan perkembangan
dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat seperti ini bisa
kearah positif, tetapi bisa juga kearah yang negatif.




Ada beberapa lapisan dari suatu realitas sosial. Lapisan dari
realitas sosial tersebut antara lain :

1. Lapisan dalam bentuk dasar-dasar geografis dan demografis.

Ini merupakan lapisan paling atas dari realitas sosial. Dalam hal ini
kebutuhan masyarakat seperti makanan atau komunikasi menjadi
dasar bagi masyarakat Manakala faktor-faktor tersebut merupakan
hasil transformasi dari tindakan kolektif masyarakat atas desakan
dari simbol, cita-cita dan nilai dalam masyarakat.

2. Lapisan Institusi dan tabiat kolektif (Kolektif Behaniove) ini
merupakan lapisan kedua dalam suatu realitas sosial.

Dalam lapisan yang bersifat morfologis ini, dijumpai institusi
masyarakat dan tingkah laku masyarakat yang mengkristal dalam
bentuk-bentuk kebiasaan praktik dalam organisasi.

3. Lapisan simbol-simbol

4. Lapisan ini berhubungan langsung dengan institusi yang berfungsi
sebagai tanda atau sarana praktik, seperti lambang, bendera,
obyek suci, dogma-dogma, prosedur, sanksi atau kebiasaan.

5. Lapisan nilai (value) dan tujuan kolekitif

6. Lapisan merupakan produk dari suatu kehidupan sosial yang
mengarahkan suatu pemikiran kolektif yang bebas.

7. lapisan pikiran kolektif (Collective Mind )

8. Lapisan pikiran kolektif ini merukan memori kolektif, representasi
kolektif, perasaan kolektif, kecenderungan dan aspirasi kolekiif,
dalam suatu kesadaran individu.

Dalam kehidupan masyarakat ada tiga faktor yang
menyebabkan perubahan sosial. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Kumulasi penemuan teknologi.
2. Kontrak konflik antar kebudayaan.
3. Gerakan sosial (social movement )

Kemudian, teori kebudayaan yang tentunya dianut oleh para ahli
kebudayaan yang mengemukakan bahwa penyebab utama terjadinya
perubahan masyarakat adalah bertemunya dua atau lebih
kebudayaan yang berbeda sehingga masing-masing akan
menyesuaikan kebudayaannya dengan kebudayan baru untuk
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mendapatkan sistem kebudayaan yang lebih baik menurut penilaian
mereka. Sementara itu teori gerakan sosial menyatakan bahwa
perubahan masyarakat terjadi karena adanya gerakan sosial dimana
gerakan tersebut terjadi karena adanya unsur ketidakpuasan yang
menimbulkan protes-protes dikalangan masyarakat, yang pada
akhirnya menghasilkan suatu tatanan masyarakat baru, termasuk
didalamnya suatu tatanan hukum yang baru. Jadi menurut teori-teori
tersebut, justru perubahan hukum, bisa menghasilkan suatu tatanan
hukum yang baru. Ini merupakan akibat dari adanya perubahan
masyarakat tersebut.

Fungsi hukum dalam masyarakat juga memberikan gambaran
kepada kita bahwa apabila fungsi hukum dalam masyarakat tidak
berjalan sebagaimana yang seharusnya, akan menimbulkan
pemerintahan yang sewenang-wenang, yang pada akhirnya
pemerintahan tidak lagi dibatasi oleh hukum. Pemerintahan tersebut
akan menjadikan dirinya hukum itu sendiri. Seperti sistem
pemerintahan diktator.

Sehingga rakyat beranggapan bahwa siapa yang memerinta
dialah yang berkuasa, dan siapa yang berkuasa maka dialah undang-
undang. Contohnya jarang sekali seorang pejabat aktif masuk
penjara, biasanya setelah selesai dari jabatannya baru ditangkap.
Menurut Hatta sebaiknya walaupun dia seorang pejabat bila terbukti
bersalah harus di turunkan dari jabatannya, kemudian di ganti orang
lain.

Bila penggantinya terjadi lagi distorsi harus diganti lagi. Sebab
generasi bangsa banyak yang punya potensi tetapi tidak diberikan
kesempatan oleh pemimpin terdahulu. Hal seperti ini yang
mengancam kesenjangan-kesenjangan sosial. Jadi untuk menjaga
keseimbangan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu ada
tindakan nyata agar tidak terjadi disintegrasi.




